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Abstrak   

Penelitian ini bertujuan menganalisis kearifan lokal panglima laot sebagai manifestasi ketahanan pangan serta 

sebagai pendukung pariwisata dalam konservasi terumbu karang di Kota Sabang, Aceh. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan melibatkan 25 informan yang terdiri dari ketua adat, perangkat desa, masyarakat 

lokal, dan wisatawan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, 

kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal panglima laot berperan 

penting dalam menjaga ketahanan pangan melalui berbagai aturan adat, seperti keberadaan panglima laot sebagai 

pemimpin, uroe pantang melaot (hari larangan melaut), serta adat laot yang mengatur aktivitas nelayan, termasuk 

konsep rezeki dan norma sosial saat melaut. Selain itu, kearifan lokal ini juga mendukung pariwisata melalui 

pengaturan kawasan konservasi, meliputi larangan di zona lindung, sanksi pelanggaran, serta aturan khusus 

lainnya. Upaya pemerintah Kota Sabang, seperti pembangunan monumen konservasi laut dan pemasangan papan 

informasi adat, turut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem laut. Keberlanjutan terumbu 

karang menjadi penting karena kerusakan lingkungan berdampak pada penurunan jumlah wisatawan dan 

pendapatan masyarakat setempat. 

Kata kunci: Konservasi Laut, Local Wisdom, Ketahanan Pangan, Panglima Laot, Pariwisata 

 

Abstract 

This study aims to analyze the local wisdom of Panglima Laot as a manifestation of food security and as a supporter 

of tourism in coral reef conservation in Sabang City, Aceh. The study used a qualitative approach involving 25 

informants consisting of traditional leaders, village officials, local communities, and tourists. Data were collected 

through interviews, observations, documentation, and literature studies, then analyzed descriptively. The results 

of the study indicate that the local wisdom of Panglima Laot plays an important role in maintaining food security 

through various customary rules, such as the existence of Panglima Laot as a leader, uroe pantang melaot (days 

prohibited from going to sea), and the adat laot that regulates fishing activities, including the concept of sustenance 

and social norms when going to sea. In addition, this local wisdom also supports tourism through the regulation 

of conservation areas, including prohibitions in protected zones, sanctions for violations, and other specific rules. 

The efforts of the Sabang City government, such as the construction of marine conservation monuments and the 

installation of customary information boards, have helped raise public awareness in maintaining marine 

ecosystems. The sustainability of coral reefs is important because environmental damage has an impact on the 

decline in the number of tourists and the income of local communities. 
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Pendahuluan  

Indonesia merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia dengan dua 

pertiga wilayahnya berupa lautan, sehingga 

dikenal sebagai negara maritim yang 

memiliki potensi sumber daya kelautan 

yang sangat besar (Pudjiastuti, 2016). 

Kondisi geografis Indonesia yang berada di 

wilayah tropis turut mendukung tingginya 

keanekaragaman hayati laut. Potensi 

tersebut tersebar luas dari Sabang sampai 

Merauke dan dari Pulau Miangas sampai 

Pulau Rote, mencakup berbagai ekosistem 

penting seperti mangrove, padang lamun, 

dan terumbu karang. Namun demikian, 

potensi besar ini juga disertai dengan 

berbagai tantangan, seperti eksploitasi 

berlebihan, kerusakan lingkungan, serta 

praktik illegal fishing yang dilakukan oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Salah satu komponen utama 

ekosistem laut Indonesia adalah terumbu 

karang. Indonesia memiliki sekitar 75.000 

km² atau sekitar 14% dari total luas terumbu 

karang dunia, yang menjadikannya sebagai 

pusat keanekaragaman terumbu karang 

global (Dahuri, 2003). Selain itu, terdapat 

lebih dari 480 jenis karang batu yang telah 

teridentifikasi dengan tingkat keragaman 

yang sangat tinggi (Arini, 2013; Veron et 

al., 2009). Kondisi ini menjadikan 

Indonesia memiliki posisi strategis dalam 

upaya konservasi ekosistem laut secara 

global. 

Secara ekologis, terumbu karang 

memiliki fungsi penting sebagai habitat 

berbagai jenis biota laut, tempat pemijahan, 

tempat perlindungan, dan sumber makanan 

bagi organisme laut lainnya. Secara 

ekonomis, terumbu karang memberikan 

kontribusi besar terhadap kehidupan 

masyarakat pesisir melalui sektor 

perikanan, pariwisata bahari, serta 

pemanfaatan dalam bidang farmasi dan 

bioteknologi. Burke et al. (2002) 

memperkirakan bahwa nilai ekonomi 

terumbu karang di Indonesia dari sektor 

perikanan, perlindungan pantai, dan 

pariwisata mencapai sekitar 1,6 miliar dolar 

AS. Dengan demikian, keberadaan terumbu 

karang tidak hanya penting secara ekologis, 

tetapi juga menjadi penopang utama 

kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Namun, terumbu karang merupakan 

ekosistem yang sangat sensitif terhadap 

perubahan lingkungan. Arini (2013) 

menyatakan bahwa terumbu karang sangat 

rentan terhadap gangguan, bahkan 

kerusakan kecil dapat mengganggu 

keseimbangan ekosistem secara 

keseluruhan. Selain itu, proses 

pembentukan terumbu karang 

membutuhkan waktu yang sangat lama, 

sehingga kerusakan yang terjadi akan 

berdampak jangka panjang dan sulit 
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dipulihkan. Oleh karena itu, upaya 

konservasi terumbu karang menjadi sangat 

penting untuk menjaga keberlanjutan 

ekosistem laut. 

Dalam upaya konservasi tersebut, 

peran masyarakat menjadi sangat penting, 

terutama melalui penerapan kearifan lokal. 

Kearifan lokal merupakan bentuk 

pengetahuan dan nilai yang berkembang 

secara turun-temurun sebagai hasil adaptasi 

masyarakat terhadap lingkungan (Suyami, 

2005). Maryani dan Yani (2015) 

menyatakan bahwa kearifan lokal 

merupakan respons masyarakat terhadap 

berbagai fenomena lingkungan yang 

dihadapi. Sementara itu, Mungmachon 

(2012) menjelaskan bahwa kearifan lokal 

adalah pengetahuan yang diperoleh dari 

pengalaman hidup yang selaras dengan 

alam dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Dengan demikian, kearifan lokal 

dapat menjadi instrumen penting dalam 

menjaga keberlanjutan sumber daya alam, 

termasuk ekosistem laut. 

Di Provinsi Aceh, khususnya di 

Kota Sabang, kearifan lokal dalam 

pengelolaan sumber daya laut diwujudkan 

melalui lembaga adat panglima laot. 

Panglima laot merupakan lembaga adat 

yang memiliki kewenangan dalam 

mengatur aktivitas perikanan, menjaga 

kelestarian lingkungan laut, serta 

menyelesaikan konflik antar nelayan 

(Puspita, 2017; Manan, 2016). Arico et al. 

(2023) menjelaskan bahwa panglima laot 

berperan sebagai pemimpin tradisional di 

wilayah pesisir yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur kegiatan nelayan, termasuk 

penentuan wilayah tangkap, jenis alat 

tangkap yang digunakan, serta pengawasan 

terhadap aktivitas yang berpotensi merusak 

lingkungan. 

Selain itu, panglima laot juga 

memiliki fungsi dalam menjaga 

keberlanjutan sumber daya laut melalui 

penerapan hukum adat. Tugas dan tanggung 

jawab panglima laot mencakup pengawasan 

terhadap pelaksanaan hukum adat, 

penyelesaian konflik antar nelayan, serta 

pelaksanaan berbagai kegiatan sosial 

budaya. Mustaqim (2018) menyatakan 

bahwa panglima laot berperan penting 

dalam pengelolaan sumber daya perikanan, 

pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan 

masyarakat nelayan. Dengan demikian, 

panglima laot tidak hanya berfungsi sebagai 

lembaga sosial budaya, tetapi juga sebagai 

institusi yang mendukung pengelolaan 

sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Peran panglima laot tersebut sejalan 

dengan konsep blue economy, yaitu 

pendekatan pembangunan yang 

menekankan pada pemanfaatan sumber 

daya laut secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

tanpa merusak lingkungan (Ananta dan 
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Cabral, 2026). Kaunang et al. (2024) 

menyatakan bahwa blue economy 

mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, 

dan lingkungan dalam pengelolaan sumber 

daya laut. Konsep ini menekankan 

pentingnya keseimbangan antara 

eksploitasi sumber daya dan upaya 

konservasi. 

Dalam konteks ketahanan pangan, 

sumber daya laut memiliki peran strategis 

sebagai penyedia protein hewani bagi 

masyarakat. Karani et al. (2022) 

menyatakan bahwa sektor perikanan 

berperan penting dalam mendukung 

ketahanan pangan melalui penyediaan 

sumber protein yang berkualitas. Andaiyani 

et al. (2024) menambahkan bahwa 

pengelolaan perikanan berbasis blue 

economy dapat meningkatkan ketahanan 

pangan sekaligus menjaga keberlanjutan 

sumber daya laut. Hal ini sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

yang menegaskan bahwa ketahanan pangan 

mencakup ketersediaan, akses, dan kualitas 

pangan yang memadai bagi masyarakat. 

Selain berkontribusi dalam 

ketahanan pangan, panglima laot juga 

memiliki peran penting dalam 

pengembangan pariwisata bahari berbasis 

konservasi. Morgan et al. (2022) 

menjelaskan bahwa sektor pariwisata dalam 

kerangka blue economy dapat menjadi 

sumber pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan jika dikelola dengan 

memperhatikan aspek lingkungan. 

Napitupulu et al. (2022) menyatakan bahwa 

pengelolaan pariwisata bahari harus 

dilakukan secara bijaksana agar tidak 

merusak ekosistem yang menjadi daya tarik 

utama wisata. Dalam hal ini, kearifan lokal 

dapat menjadi dasar dalam pengembangan 

pariwisata yang berkelanjutan. 

Namun demikian, implementasi 

kearifan lokal panglima laot dalam menjaga 

terumbu karang di Kota Sabang belum 

berjalan secara optimal di seluruh wilayah. 

Berdasarkan observasi awal, terdapat 

beberapa kawasan seperti Gapang, Iboih, 

dan Pulau Rubiah yang telah menerapkan 

aturan adat secara baik, sehingga kondisi 

terumbu karang relatif terjaga. Sebaliknya, 

di beberapa wilayah lain masih ditemukan 

pelanggaran terhadap aturan adat yang 

berdampak pada kerusakan terumbu 

karang, seperti penggunaan alat tangkap 

yang tidak ramah lingkungan. Kondisi ini 

menunjukkan adanya ketimpangan dalam 

penerapan kearifan lokal yang perlu 

mendapatkan perhatian lebih lanjut. 

Penelitian terdahulu terkait terumbu 

karang di Kota Sabang umumnya berfokus 

pada aspek ekologis, seperti jenis dan 

kondisi terumbu karang (Rusman et al., 

2017; Wahyu et al., 2005; Ulfah et al., 2024; 

Putra, 2025). Sementara itu, penelitian 

mengenai panglima laot lebih banyak 
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membahas perannya dalam aspek 

kelembagaan dan sosial (Mustaqim, 2018; 

Wardah, 2024; Mu’aqaffi, 2022). Meskipun 

kedua aspek tersebut telah banyak diteliti, 

kajian yang mengintegrasikan kearifan 

lokal panglima laot dengan konservasi 

terumbu karang dalam konteks ketahanan 

pangan dan pariwisata masih terbatas. Hal 

ini menunjukkan adanya research gap yang 

penting untuk dikaji lebih lanjut. 

Berdasarkan research gap tersebut, 

novelty penelitian ini terletak pada 

pendekatan integratif yang mengkaji 

kearifan lokal panglima laot sebagai 

instrumen konservasi terumbu karang 

dalam perspektif blue economy yang 

berkontribusi terhadap ketahanan pangan 

dan pengembangan pariwisata secara 

bersamaan. Pendekatan ini tidak hanya 

mengkaji aspek lingkungan, tetapi juga 

mengaitkannya dengan dimensi sosial, 

ekonomi, dan budaya dalam pembangunan 

berkelanjutan. 

Dengan demikian, penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) menganalisis peran 

kearifan lokal panglima laot dalam 

mendukung ketahanan pangan melalui 

konservasi terumbu karang; dan (2) 

menganalisis peran kearifan lokal panglima 

laot dalam mendukung pengembangan 

pariwisata berbasis konservasi terumbu 

karang di Kota Sabang Provinsi Aceh. 

Metode Penelitian  

Pendekatan kualitatif digunakan 

dalam penelitian ini yang akan dituangkan 

dalam bentuk cerita atau uraian mengenai 

“Kearifan Lokal Panglima Laot”: 

Konservasi Terumbu Karang Sebagai 

Manifestasi Ketahanan Pangan Dan 

Pariwisata di Kota Sabang Provinsi Aceh. 

Subyek pada penelitian ini berjumlah dua 

puluh lima orang diantaranya: Ketua adat 

panglima laot Lhok Iboih berjumlah satu 

orang (seperti yang terlihat pada gambar 2, 

peneliti sedang mewawancarai panglima 

laot), kepala desa dan sekretaris Desa Iboih 

berjumlah dua orang, masyarakat lokal 

Desa Iboih berjumlah dua belas orang, 

terakhir sepuluh orang wisatawan yang 

berkunjung di Pantai Iboih pada saat proses 

pengambilan data di lapangan atau bersifat 

accidental sampling untuk proses 

pengambilan sampelnya.  

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan (1) Teknik 

wawancara mendalam kepada ketua adat 

panglima laot setempat untuk mengetahui 

bagaimana kearifan Lokal Panglima Laot 

yang bermanfaat untuk konservasi terumbu 

karang sebagai manifestasi ketahanan 

pangan dan pariwisata di Kota Sabang 

Provinsi Aceh; (2) Observasi partisipatori 

dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengamati langsung proses pelaksanaan 

kearifan Lokal Panglima Laot yang 

bermanfaat untuk konservasi terumbu 

karang sebagai manifestasi ketahanan 
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pangan dan pariwisata di Kota Sabang 

Provinsi Aceh yang dijalankan oleh ketua 

adat bersama masyarakat lokal; (3) Studi 

dokumentasi, bertujuan untuk mengambil 

beberapa foto di lapangan dan 

mendokumentasikan berbagai arsip aturan 

adat dan sanksi yang berlaku apabila ada 

masyarakat dan wisatawan yang melanggar 

aturan adat; (4) Kajian literatur digunakan 

untuk menambahkan teori yang digunakan 

serta menyandingkan state of art penelitian 

ini dengan penelitian lainnya.  

Teknik analisis data yang digunakan 

bersifat deskriptif. Bertujuan untuk 

menguraikan informasi-informasi yang 

diperoleh di lapangan untuk menganalisis 

kearifan panglima laot pada konservasi laut 

sebagai manifestasi ketahanan pangan dan 

pariwisata di masyarakat lokal. Lokasi 

penelitian berada di Wilayah Hukum Adat 

Laut Lhok Iboih (biasa dikenal dengan 

Teupin Layeu), Kecamatan Sukakarya, 

Kota Sabang Provinsi Aceh. Kota Sabang 

terletak antara 5º46’28”- 5º54’28’’LU dan 

95º13’12”- 95º22’36” BT. Kota Sabang 

terdiri dari lima pulau, yaitu: Pulau Weh 

(Sabang) sebagai pulau terbesar yang 

terdapat di Kota Sabang, Pulau Rondo 

sebagai pulau terluar yang berbatasan 

dengan Laut Andaman, Pulau Rubiah, 

Pulau Ceulako Pulau Klah dan terdapat 1 

(satu) danau Aneuk Laot (BPS, 2016) 

Hasil dan Pembahasan  

Kearifan Lokal Panglima Laot: 

Konservasi Terumbu Karang sebagai 

Manifestasi Ketahanan Pangan di Kota 

Sabang 

Data Badan Penanggulangan 

Bencana Aceh (BPBA) tahun 2019 

menunjukkan bahwa seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki 

kerentanan tinggi terhadap bencana 

kelaparan. Kondisi ini semakin kompleks 

pada wilayah kepulauan seperti Kota 

Sabang yang sangat bergantung pada 

distribusi logistik dari Kota Banda Aceh. 

Ketika terjadi cuaca ekstrem berupa angin 

kencang dan gelombang tinggi, akses 

transportasi laut dari Pelabuhan Ulee Lheu 

menuju Pelabuhan Balohan menjadi 

terhambat, sehingga distribusi kebutuhan 

pokok terputus. Dalam konteks ini, 

masyarakat Aceh mengembangkan 

berbagai kearifan lokal sebagai strategi 

mitigasi, khususnya dalam menjaga 

ketersediaan pangan yang bersumber dari 

laut. 

Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa masyarakat pesisir Aceh 

mengandalkan kearifan lokal yang dikenal 

sebagai budaya meulaot. Laut (laot) 

dipandang sebagai ruang ekologis yang 

sangat penting dalam struktur kehidupan 

masyarakat. Pengelolaan ruang laut tidak 

hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial 

dan budaya. Oleh karena itu, masyarakat 

menunjuk panglima laot sebagai otoritas 
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adat tertinggi dalam pengelolaan sumber 

daya laut. Keberadaan panglima laot 

mencerminkan sistem pengelolaan 

tradisional yang kuat dan terintegrasi dalam 

kehidupan masyarakat nelayan. 

Pada tingkat kemukiman, terdapat 

lembaga adat laot yang dipimpin oleh 

panglima laot. Lembaga ini memiliki peran 

strategis, antara lain mengawasi 

pelaksanaan hukum adat laot, membantu 

pemerintah di bidang kelautan dan 

perikanan, menyelesaikan konflik antar 

nelayan, menjaga kelestarian lingkungan 

pesisir, serta mencegah praktik 

penangkapan ikan ilegal. Selain itu, terdapat 

pula lembaga adat yang dipimpin oleh 

syahbandar yang berperan dalam mengatur 

lalu lintas dan tambatan kapal. Sinergi 

antara panglima laot dan syahbandar 

memperkuat tata kelola wilayah pesisir 

secara berkelanjutan. 

Menurut Tripa (2019:296), 

pengelolaan adat di Aceh berpusat pada 

tingkat mukim karena ruang ekologis, 

terutama pesisir dan laut, melintasi 

beberapa gampong sekaligus. Hal ini 

menegaskan bahwa pengelolaan sumber 

daya alam dilakukan secara kolektif dan 

lintas wilayah administratif. Dengan 

demikian, kearifan lokal dalam pengelolaan 

laut tidak hanya berorientasi pada 

eksploitasi, tetapi juga pada keberlanjutan. 

Salah satu bentuk kearifan tersebut 

adalah praktik uroe pantang meulaot, yaitu 

hari-hari tertentu di mana nelayan dilarang 

melaut. Hari pantang tersebut meliputi 

kenduri adat laot, hari Jumat, hari raya 

keagamaan, peringatan kemerdekaan, serta 

peringatan tsunami Aceh 2004. 

Pelanggaran terhadap ketentuan ini 

dikenakan sanksi adat berupa penyitaan 

hasil tangkapan dan larangan melaut selama 

3–7 hari. Distribusi hasil sitaan juga 

memiliki nilai sosial, yaitu 25% untuk kas 

panglima laot dan 75% untuk kegiatan 

sosial masyarakat. 

Kepatuhan masyarakat terhadap 

uroe pantang meulaot menunjukkan 

kuatnya legitimasi hukum adat. Tujuan 

utama dari aturan ini tidak hanya 

memberikan waktu istirahat bagi nelayan, 

tetapi juga memberi kesempatan bagi biota 

laut untuk berkembang biak. Dengan 

demikian, praktik ini berkontribusi 

langsung terhadap keberlanjutan sumber 

daya laut dan ketahanan pangan masyarakat 

pesisir. 

Lebih lanjut, Tripa (2019) 

menegaskan bahwa konsep pantang laot 

tidak semata-mata memiliki nilai ekologis, 

tetapi juga mengandung dimensi religius 

dan kosmologis. Hubungan antara manusia 

dan alam dipahami secara holistik dalam 

kerangka magis-kosmis, di mana 

pelanggaran terhadap aturan adat diyakini 
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dapat mengganggu keseimbangan alam. 

Oleh karena itu, kearifan lokal ini berfungsi 

sebagai mekanisme sosial sekaligus 

spiritual dalam menjaga keberlanjutan 

ekosistem laut. 

Dengan demikian, budaya meulaot 

dan sistem adat laot di Aceh merupakan 

bentuk nyata mitigasi bencana kelaparan 

berbasis kearifan lokal yang efektif dan 

berkelanjutan. Integrasi antara nilai 

ekologis, sosial, dan religius menjadikan 

sistem ini sebagai model pengelolaan 

sumber daya alam yang adaptif terhadap 

risiko bencana. 

 

 

Kegiatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan berdasarkan adat laot dalam rangka menjaga ekologis pesisir 

yang terdapat di Provinsi Aceh yaitu, sebagai berikut: 

1) Adat laot melarang keras nelayan dan masyarakat untuk menebang mangrove atau pohon bakau, pohon 

arun/cemara, pandan, ketapang, bakau, dan pohon lainnya yang terdapat di daerah pesisir pantai. 

Sulaiman, dkk. (2016:41) Sebenarnya larangan menebang atau merusak pohon-pohon kayu akan sangat 

menentukan normalnya garis pantai akibat berbagai sedimen bisa tertahan. Laju gerak pasir akibat angin 

juga tertahan dengan adanya pepohonan. 

2) Adat laot melarang keras nelayan dan masyarakat untuk membuang benda-benda yang mampu mencemari 

laut dan berdampak kepada berbagai fauna dan flora yang terdapat di bawah laut. Sebagai contoh oli bekas 

atau minyak yang sudah digunakan setelah memperbaiki kapal, dan sampah-sampah yang dihasilkan pada 

saat berada di laut. 

3) Adat laot melarang keras nelayan dan masyarakat untuk menggunakan alat-alat yang tak ramah 

lingkungan. Seperti dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan, pengambilan 

terumbu karang dan bahan-bahan lainnya yang dapat merusak lingkungan hidup dan biota lainnya. 

4) Adat laot melarang keras nelayan dan masyarakat untuk menangkap ikan/biota laut lainnya yang dilindungi 

(lumba-lumba, penyu, dsb). 

5) Adat laot melarang keras nelayan dan masyarakat untuk tidak membuang sisa-sisa ikan yang berlebih dari 

hasil tangkapan. Tripa (2019:291) Ada konsep “raseuki” yang ditemui dalam masyarakat di wilayah 

hukom adat laot. Konsep ini, antara lain perlu memperlakukan makhluk hidup lainnya seperti 

memperlakukan manusia sendiri. Sumber daya pesisir yang menjadi kebutuhan sekaligus menjadi 

perantara manusia dalam mensyukurinya, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Apabila di waktu 

tertentu ada sumber daya pesisir yang melimpah, maka yang harus diambil sejauh mampu dimanfaatkan. 

(Sumber: Kajian Lapangan, 2025) 

 
Gambar 1 Kegiatan Yang Dilarang dan Tidak Boleh Dilakukan Berdasarkan Adat Laot 

Berdasarkan berbagai penjelasan di 

atas, maka dapat disimpulkan hukum adat 

laot yang terdapat dalam masyarakat Aceh 

sangat berhubungan erat dengan 

pengelolaan sumber daya alam yang 

terdapat di laut secara benar, efisien, efektif 

dan berkelanjutan. Nelayan dilarang untuk 

merusak ekosistem mangrove, merusak 

ekosistem terumbu karang dan membuang 

sampah ke laut, karena generasi 

sebelumnya sudah sangat paham akan 

dampak yang terjadi jika berbagai kegiatan 

di atas dilanggar oleh nelayan ketika 

melaut. 

Konsep raseuki dalam kearifan lokal 

masyarakat Aceh menegaskan pentingnya 

prinsip tidak serakah dalam pemanfaatan 

sumber daya laut. Nenek moyang Aceh 

telah mengajarkan agar nelayan mengambil 

hasil laut secukupnya, sesuai kebutuhan dan 

kemampuan pengelolaan, sehingga 

distribusi hasil dapat merata dan tidak 
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terjadi pemborosan. Nilai ini menjadi dasar 

etika pemanfaatan sumber daya yang 

berkelanjutan serta mendukung keadilan 

sosial di kalangan nelayan. 

Selain itu, terdapat adat sosial yang 

mengatur solidaritas dan tanggung jawab 

kolektif antar nelayan. Pertama, ketika 

kapal mengalami kerusakan di laut, nelayan 

wajib memberikan sinyal bantuan, dan 

kapal lain berkewajiban memberikan 

pertolongan. Kedua, dalam kasus 

kecelakaan laut, seluruh nelayan 

diwajibkan melakukan pencarian korban 

minimal satu hari atau sesuai instruksi 

panglima laot. Ketiga, setiap benda hanyut 

yang ditemukan harus diserahkan kepada 

panglima laot, bukan dimiliki secara 

pribadi. Praktik ini menunjukkan kuatnya 

nilai gotong royong dan kepercayaan 

terhadap otoritas adat. 

Kepatuhan terhadap aturan adat laot 

dan konsep raseuki berimplikasi langsung 

pada ketahanan pangan. Kerusakan 

ekosistem seperti mangrove, pencemaran 

laut, dan degradasi terumbu karang dapat 

menyebabkan hilangnya habitat ikan, 

udang, dan biota lainnya yang menjadi 

sumber protein utama masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan pandangan Tripa (2019) 

yang menekankan bahwa pengelolaan 

sumber daya laut dalam adat Aceh tidak 

hanya bernilai ekologis, tetapi juga sosial 

dan keberlanjutan antargenerasi. 

Dengan demikian, pelestarian 

ekosistem laut melalui kearifan lokal 

menjadi strategi penting dalam menjaga 

ketahanan pangan masyarakat Aceh. Nilai-

nilai ini diwariskan untuk memastikan 

keberlangsungan sumber daya laut bagi 

generasi mendatang (Tripa, 2019). 

Kearifan Lokal Panglima Laot: 

Konservasi Terumbu Karang sebagai 

Manifestasi Pariwisata di Kota Sabang 

Pariwisata bahari di Indonesia 

memiliki potensi besar sekaligus tantangan 

dalam pengelolaannya. Sebagai negara 

kepulauan dengan garis pantai yang luas 

dan eksotis, Indonesia menjadikan sektor 

wisata pantai sebagai daya tarik utama 

(Sayogi & Demartoto, 2018). Namun 

demikian, perkembangan pesat sektor 

pariwisata juga berimplikasi terhadap 

degradasi lingkungan pesisir, khususnya 

ekosistem terumbu karang. Salim (2012) 

menegaskan bahwa peningkatan fasilitas 

dan aksesibilitas di kawasan wisata pesisir 

mempercepat pertumbuhan industri 

pariwisata, tetapi sekaligus berkontribusi 

terhadap kerusakan terumbu karang. 

Dampak aktivitas pariwisata 

terhadap terumbu karang telah dijelaskan 

oleh Salm dan Clark (1989) dalam Lubis 

(2009), antara lain pembangunan fasilitas 

wisata yang mengubah aliran air dan 

meningkatkan kekeruhan, kerusakan akibat 

jangkar kapal, aktivitas penyelaman yang 
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tidak terkendali, benturan perahu kecil pada 

wilayah dangkal, serta aktivitas wisatawan 

yang berjalan di atas terumbu karang. 

Berbagai faktor tersebut berpotensi 

merusak struktur fisik dan mengganggu 

keseimbangan ekologis terumbu karang. 

Dalam konteks ini, masyarakat Kota 

Sabang menunjukkan praktik pengelolaan 

yang adaptif melalui kearifan lokal untuk 

menjaga kelestarian terumbu karang 

meskipun sektor pariwisata terus 

berkembang. Upaya tersebut merupakan 

bagian dari konservasi sumber daya laut 

yang bertujuan melindungi 

keanekaragaman hayati dan memastikan 

keberlanjutan ekosistem. Konsep ini sejalan 

dengan penetapan Kawasan Konservasi 

Laut (KKL) yang memiliki peran penting 

dalam melindungi struktur dan fungsi 

ekosistem, meningkatkan hasil perikanan, 

menyediakan ruang rekreasi, serta 

memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi 

masyarakat pesisir (Barr et al., 1997 dalam 

Arifin, 2008). 

Lebih lanjut, Westmacott et al. 

(2000) menyatakan bahwa kawasan 

konservasi laut berperan dalam melindungi 

terumbu karang yang masih baik sebagai 

sumber larva, menyediakan area pemulihan 

ekosistem, serta menjaga keberlanjutan 

sumber daya bagi masyarakat yang 

bergantung padanya. Implementasi konsep 

ini di Kota Sabang terlihat melalui 

penetapan Kawasan Konservasi Perairan 

Pesisir (KKPP) dan pembangunan 

monumen konservasi terumbu karang 

sebagai sarana edukasi publik. 

Berbagai media informasi seperti 

papan edukasi mengenai jenis biota laut 

yang dilindungi dan pesan moral “Laot 

Tajaga Rakyat Makmue Seujahtera” 

memperkuat kesadaran kolektif akan 

pentingnya menjaga laut. Hal ini 

menunjukkan bahwa sinergi antara 

pemerintah dan masyarakat menjadi kunci 

keberhasilan konservasi. Dengan demikian, 

pengelolaan pariwisata bahari berbasis 

konservasi dan kearifan lokal di Kota 

Sabang menjadi model yang mampu 

menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata 

dengan pelestarian ekosistem laut secara 

berkelanjutan. 
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Gambar 2 Papan Pengumuman  

 
Gambar 3 Papan Pengumuman 

 
Gambar 4 Monumen Kawasan Konservasi Perairan Pesisir (KKPP) 
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Gambar 5 Papan Informasi dan Ikon Kota Sabang 

 
Gambar 6 Papan Edukasi Masyarakat 

 

 
Gambar 7 Papan Informasi 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk konservasi dalam rangka 
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melindungi/menjaga/menyelamatka

n terumbu karang berbasis masyarakat lokal 

yaitu melalui kearifan lokal yang terdapat di 

Kota Sabang serta berlaku untuk seluruh 

masyarakat dan tanpa terkecuali untuk 

wisatawan sekalipun.  

Kearifan lokal masyarakat Kota 

Sabang dalam menjaga ekosistem terumbu 

karang yaitu berbentuk cerita atau 

himbauan yang disampaikan secara turun-

temurun dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. Cerita termasuk ke dalam jenis 

kearifan lokal yang tidak berwujud, Ernawi 

(2010) kearifan lokal terdiri dari berbagai 

bentuk, diantaranya yaitu cerita rakyat, 

termasuk ke dalam bentuk kearifan lokal 

yang tidak berwujud (intangible). Adapun 

konservasi terumbu karang berbasis 

masyarakat lokal yang terdapat di Kota 

Sabang yaitu, sebagai berikut:  

1) Dilarang keras menyentuh, mengangkat, membolak-balik, menginjak, memindahkan, 

mengambil/memungut, merusak, mengurangi, merubah, satu atau sebahagian dan atau seluruh jenis biota 

dan kehidupan alam bawah air laut (Marine Lifes) baik yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tanpa 

disengaja dengan suatu alasan dan dengan dalih apapun juga.  

2) Dilarang keras membawa atau menggunakan mesin compressor, membawa atau menggunakan senapan 

ikan, membawa atau menggunakan jaring/net, membawa atau menggunakan tombak ikan, memancing 

ngeten (memancing dengan menggunakan ban sebagai media pelampung) dan termasuk kegiatan-kegiatan 

lainnya yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan 

dan kehidupan alam bawah air laut. 

3) Dilarang keras melakukan kegiatan yang dapat mengganggu, merusak, atau mencemarkan lingkungan, 

biota laut dan kehidupan alam bawah air laut. 

4) Sedangkan memancing dengan menggunakan perahu dan tali pancing, hanya diperbolehkan dilakukan di 

jalur-jalur tertentu yang secara hukom adat dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut tidak akan 

menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan dan alam bawah air laut. 

(Sumber: Kajian Lapangan, 2025) 

Gambar 8 Hukom Adat Laot Lhok Iboih (Hukum Adat Laut Lhok Iboih) 

(Mengenai Larangan di Dalam Zona/Kawasan Lindung) 

 

 

1) Pelaku pelanggaran larangan dan ketentuan tersebut di atas, ditangkap, dinasehati/diperingati serta 

diperbuat surat keterangan penangkapan dan perjanjian untuk tidak akan pernah lagi mengulangi 

melalukan suatu pelanggaran di dalam zona/kawasan tersebut. 

2) Diancam dengan hukuman membayar denda kepada lembaga hukom adat laot Lhok setempat, minimal 

sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tunai dan maksimal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus 

juta rupiah) tunai dan seluruh fasilitas dan perlengkapan termasuk boat, mesin dan seluruh alat alat-alat 

tangkap milik pelaku pelanggaran ditahan selama 1 (satu) bulan terhitung semenjak 1 (satu) hari setelah 

ditandatanganinya surat keterangan penangkapan dan perjanjian yang diperbuat dan dikeluarkan oleh 

lembaga hukom adat laot Lhok setempat. 

3) Seluruh fasilitas dan perlengkapan termasuk boat, mesin dan seluruh alat-alat tangkap milik pelaku 

pelanggaran, ditangkap, ditahan dan disita oleh lembaga hukom adat laot Lhok setempat bersama petugas 

keamanan, guna untuk dimusnahkan secara terbuka dan dihadapan hukum oleh berbagai unsur, termasuk 

unsur lembaga hukom adat laot Lhok setempat, unsur lembaga hukom adat laot Kota Sabang, unsur 

MUSPIDA, dan MUSPIKA Kota Sabang. 

4) Ditindak oleh negara secara hukum sesuai dengan ketentuan, undang-undang dan peraturan yang berlaku 

sebagaimana ditetapkan di dalam UU No.5 tahun 1990 dan atau ditindak sesuai dengan undang-undang 

dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah. 

(Sumber: Kajian Lapangan, 2025) 

 

Gambar 9 Hukom Adat Laot Lhok Iboih (Hukum Adat Laut Lhok Iboih) 

(Mengenai Sanksi Pelanggaran di dalam Kawasan Lindung & Hukumannya) 
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Pemerintah bersama-sama 

masyarakat sudah melakukan berbagai cara 

untuk menjaga ekosistem terumbu karang 

yang terdapat di Kota Sabang. Salah 

satunya dengan cara menempelkan papan 

himbauan atau papan pengumuman tentang 

larangan dan aturan yang berlaku di Kota 

Sabang, seperti yang ditampilkan pada 

gambar 2 dan gambar 3, isinya berupa 

himbauan berasal dari peraturan adat dalam 

kearifan lokal bermanfaat untuk konservasi 

terumbu karang terdapat dalam masyarakat 

Sabang. Informasi dibuat dengan ringkas 

dan sesingkat mungkin untuk dapat 

ditampilkan pada papan pengumuman yang 

dipasang di berbagai lokasi obyek wisata. 

Semua larangan dan aturan tersebut wajib 

dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, 

wisatawan yang datang ke Kota Sabang.  

Hal yang sama juga dilakukan oleh 

Pemerintah Simeulue untuk 

mengsosialisasikan nandong smong kepada 

wisatawan melalui papan informasi yang 

terdapat dalam lingkungan masyarakat 

(Ramli, 2024). Bertujuan, agar semua 

masyarakat serta para wisatawan lokal 

maupun mancanegara dapat membaca 

berbagai peraturan yang terdapat dalam 

papan pengumuman, sehingga semua 

pengunjung wajib mematuhi dan tidak 

boleh melanggar berbagai peraturan adat 

yang berlaku.  

Selain itu, tidak memungkinkan jika 

panglima laot (panglima laut) bersama 

masyarakat dan pemerintah 

mensosialisasikan semua isi peraturan adat 

kepada setiap wisatawan secara face to face 

(tatap muka), karena membutuhkan waktu 

yang lama, biaya yang besar, menghabiskan 

banyak tenaga yang terkuras, dan terakhir 

membutuhkan pegawai (sosialitator) dalam 

jumlah yang banyak pula untuk dapat 

menyampaikan informasi kepada semua 

wisatawan yang setiap harinya mencapai 

1500 orang berliburan ke Kota Sabang di 

musim liburan.  

Berbagai upaya pembuatan papan 

informasi atau papan pengumuman di atas 

dikenal dengan istilah sosialisasi. Gadeng 

(2017:159) Sosialisasi adalah suatu cara 

atau langkah yang dilakukan oleh setiap 

individu untuk menyampaikan informasi 

kepada individu lain yang berada di dalam 

satu wilayah atau bahkan di luar wilayah 

tersebut, sosialiasi berlangsung dalam 

jangka waktu yang lama dan tidak 

dilakukan dalam jangka waktu yang 

singkat. Koentjaraningrat (2009:186) 

proses sosialisasi berkaitan dengan proses 

belajar kebudayaan berhubungan dengan 

sistem sosial, dalam proses itu seorang 

individu dari masa anak-anak hingga masa 

tuanya belajar pola-pola tindakan dalam 

interaksi dengan segala macam individu 

sekelilingnya yang menduduki beraneka 

macam peranan sosial yang mungkin ada 

dalam kehidupan sehari-hari. Manusia 

adalah bagian dari suatu sistem sosial, maka 
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setiap individu harus belajar mengenai 

pola-pola tindakan, agar ia dapat 

mengembangkan hubungannya dengan 

individu-individu lain di sekitarnya, proses 

belajar ini lebih dikenal dengan sosialisasi 

(Poerwanto, 2000:88).  

Lebih tepatnya lagi papan informasi 

dan papan pengumuman bagian dari 

sosialisasi non formal yang dilakukan 

kepada masyarakat. Sosialisasi dan 

internalisasi non formal lebih menuntut 

peran aktif masyarakat. Digdoyo (2015:29) 

sosialisasi yang tidak disadari atau tidak 

disengaja, misalnya perilaku atau sikap 

sehari-hari yang dilihat dan didengar atau 

dicontoh oleh orang lain, maka dari proses 

sosialisasi yang tidak disadari dan disengaja 

tersebut akan terjadi suatu pewarisan 

budaya dalam masyarakat. 

Jadi, langkah tersebut yang 

dianggap sangat praktis dan sangat mudah 

untuk dilakukan agar seluruh peraturan dan 

himbauan dapat tersampaikan kepada 

seluruh pengunjung. Temuan tersebut 

sesuai dengan pendapat Mungmachon 

(2012) local wisdom is basic knowledge 

gained from living in balance with nature, it 

is related to culture in the community which 

is accumulated and passed on, this wisdom 

can be both abstract and concrete, but the 

important characteristics are that it comes 

from experiences or truth gained from life. 

Maryani dan Yani (2015) menyatakan, buah 

penciptaan itu, setelah teruji kegunaannya, 

disosialisasikan, diinternalisasikan, dan 

diwariskan menjadi pembiasaan atau tradisi 

yang dihayati dan diyakini kebenaranannya, 

sehingga memiliki keajegan. Intinya, semua 

yang dilakukan oleh masyarakat Kota 

Sabang berawal dari pengalaman yang 

terjadi pada masa lalu, dan dirasakan 

manfaatnya dari perbuatan yang dilakukan 

tersebut.  

 

1) Bagi boat nelayan atau boat penangkap ikan yang menggunakan pukat, jaring, mesin compressor, senapan 

ikan, tombak ikan, lampu sorot atau lampu robot atau yang sejenis dengannya, yang membawa atau yang 

menggunakan obat-obatan berjenis racun atau obat-obatan dan peralatan yang dapat merusak atau yang 

bisa berdampak buruk terhadap lingkungan dan alam bawah air laut. 

2) Boat-boat/perahu/kapal sebagaimana diterangkan di atas atau yang sejenis dengannya, dilarang keras 

untuk: memasuki, melintas, bersandar, berlabuh dan atau melakukan kegiatan apapun di dalam 

zona/kawasan lindung, di dalam zona/kawasan larangan di dalam zona/kawasan rehabilitasi, penghijauan, 

penelitian dan pengembangan. 

(Sumber: Kajian Lapangan, 2025) 

Gambar 10 Hukom Adat Laot Lhok Iboih (Hukum Adat Laut Lhok Iboih) 

(Mengenai Larangan Khusus) 

 
 

1) Pelaku pelanggaran larangan dan ketentuan tersebut di atas, ditangkap bersama barang bukti dan seluruh 

fasilitas serta perlengkapan termasuk boat, mesin dan seluruh alat-alat tangkap lainnya miliki pelaku 

pelanggaran, ditahan dan disita oleh lembaga hukom adat laot setempat bersama petugas keamanan guna 

untuk dibasmi dan dimusnahkan secara terbuka dihadapan umum oleh lembaga hukom adat laot setempat, 

unsur mukim, masyarakat setempat dan oleh unsur MUSPIDA dan MUSPIKA Kota Sabang. 

(Sumber: Kajian Lapangan, 2025) 
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Gambar 11 Hukom Adat Laot Lhok Iboih (Hukum Adat Laut Lhok Iboih) 

(Mengenai Sanksi Pelanggaran Larangan Khusus dan Hukumannya) 

Pengamatan yang dilakukan di 

lapangan dapat disimpulkan bahwa ada satu 

langkah yang dilakukan oleh pemerintah 

dan masyarakat yang berada di Kota 

Sabang, yaitu melalui memberi peringatan 

atau menegur kepada setiap orang yang 

melanggar peraturan-peraturan yang sudah 

ditetapkan bersama. The wisdom from real 

experiences integrates the body, the spirit 

and the environment, it emphasizes respect 

for elders and their life experiences, 

moreover, it values morals more than 

material things (NakhornThap, 1996).  

Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa pengawasan terhadap pelanggaran 

lingkungan di Kota Sabang melibatkan 

sinergi antara panglima laot, masyarakat, 

dan pemerintah. Seluruh elemen 

masyarakat, mulai dari anak-anak hingga 

orang dewasa, memiliki kesadaran kolektif 

untuk menjaga ekosistem laut dengan 

menegur langsung pelanggar dan 

melaporkannya kepada panglima laot. 

Dalam praktiknya, wisatawan yang 

melanggar aturan, seperti mengambil ikan 

atau terumbu karang, akan diminta 

mengembalikannya ke habitat semula dan 

diberikan pembinaan oleh ketua adat. 

Sanksi yang diterapkan bersifat 

bertahap, mulai dari teguran, denda hingga 

jutaan rupiah, sampai larangan berkunjung 

kembali ke Kota Sabang. Mekanisme ini 

menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak 

hanya bersifat normatif, tetapi juga 

memiliki kekuatan hukum sosial yang 

efektif dalam mendukung konservasi. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Sartini (2004) 

dan Aminuddin (2013) bahwa kearifan 

lokal berfungsi sebagai instrumen 

pelestarian sumber daya alam. 

Kesadaran masyarakat juga didasari 

oleh pemahaman empiris tentang 

pentingnya terumbu karang sebagai habitat 

utama ikan. Pernyataan masyarakat Lhok 

Iboih menegaskan bahwa kerusakan 

terumbu karang akan berdampak langsung 

pada hilangnya ikan dan mengancam 

keberlanjutan kehidupan mereka. 

Pengetahuan ini, meskipun tidak bersifat 

akademis, mencerminkan kebijaksanaan 

lokal yang terbentuk dari pengalaman lintas 

generasi. Csikszentmihalyi dan Rathunde 

(1995) menegaskan bahwa kebijaksanaan 

tradisional lahir dari pemahaman holistik 

yang mengintegrasikan berbagai aspek 

kehidupan. 

Lebih lanjut, efektivitas kearifan 

lokal ini didukung oleh prinsip pengulangan 

perilaku adaptif. Koentjaraningrat (2009) 

menyatakan bahwa perilaku yang terbukti 

mampu menyelesaikan masalah akan terus 

diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal 
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ini diperkuat oleh Alwasilah (2009) yang 

menyebut bahwa kearifan lokal merupakan 

hasil pengalaman panjang yang telah teruji. 

Dengan demikian, kearifan lokal 

masyarakat Sabang terbukti menjadi 

mekanisme yang efektif dalam menjaga 

keberlanjutan ekosistem terumbu karang. 

Hal tersebut yang dilakukan dengan 

baik oleh seluruh masyarakat Kota Sabang 

dan dibantu dengan seluruh wisatawan 

dalam rangka membantu pemerintah untuk 

melindungi/menjaga/menyelamatkan 

terumbu karang yang terdapat di sekitar 

wilayah administatif Kota Sabang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Hasil Identifikasi Konsep Keberhasilan Kearifan Lokal Untuk Konservasi Terumbu Karang 

dalam Masyarakat Sabang 

Berdasarkan hasil identifikasi, 

keberhasilan kearifan lokal dalam 

konservasi terumbu karang di Kota Sabang 

ditopang oleh pemahaman kuat masyarakat 

bahwa terumbu karang merupakan habitat 

utama ikan. Hubungan ekologis ini 

berdampak langsung pada sektor 

pariwisata, di mana kondisi terumbu karang 

yang baik akan meningkatkan jumlah ikan 

dan menarik kunjungan wisatawan. 

Sebaliknya, kerusakan terumbu karang 

akan menurunkan daya tarik wisata bahari 

dan berdampak pada perekonomian 

masyarakat yang mayoritas bergantung 

pada sektor tersebut. Hal ini sejalan dengan 

Edinger dan Risk (2000) yang menyatakan 

bahwa terumbu karang memiliki nilai 

estetika, keunikan, serta potensi ekonomi 

melalui pariwisata (Birkeland, 1997; Alder 

et al., 1994; Cesar et al., 1997). 

Kesadaran kolektif masyarakat 

tercermin dari partisipasi aktif dalam 

menjaga lingkungan, di mana setiap 

individu berperan dalam menegur 

pelanggaran meskipun tanpa kehadiran 

panglima laot. Efektivitas konservasi juga 

diperkuat melalui media sosialisasi seperti 

papan informasi yang mampu 
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menyampaikan nilai-nilai kearifan lokal 

kepada masyarakat dan wisatawan. Zakiyah 

dan Rusdiana (2014) menyebutkan bahwa 

nilai merupakan sesuatu yang berharga dan 

berguna dalam kehidupan sosial. 

Selain itu, keberadaan Monumen 

Kawasan Konservasi Perairan Pesisir 

(KKPP) berfungsi sebagai sarana edukasi 

formal bagi peserta didik untuk mengenal 

ekosistem laut sejak dini. Dengan demikian, 

internalisasi nilai konservasi berlangsung 

secara berkelanjutan melalui pendidikan 

dan praktik sosial dalam masyarakat. 

Kesimpulan    

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu 

menganalisis peran kearifan lokal Panglima 

Laot dalam konservasi terumbu karang 

sebagai manifestasi ketahanan pangan dan 

pariwisata berkelanjutan di Kota Sabang, 

dapat disimpulkan bahwa sistem adat ini 

memiliki fungsi strategis dalam menjaga 

keseimbangan ekologi dan sosial 

masyarakat pesisir. Laut (laot) sebagai 

ruang ekologis utama dikelola melalui 

kelembagaan adat yang kuat, yaitu 

panglima laot dan syahbandar, yang 

berperan dalam pengaturan sumber daya 

laut serta aktivitas perairan secara 

terintegrasi (Tripa, 2019). 

Implementasi kearifan lokal 

tercermin dalam praktik uroe pantang 

meulaot, yaitu larangan melaut pada waktu 

tertentu yang memberikan kesempatan bagi 

ekosistem laut untuk pulih, serta penegakan 

hukum adat yang melarang perusakan 

lingkungan seperti penebangan mangrove, 

pencemaran laut, penggunaan alat tangkap 

tidak ramah lingkungan, dan penangkapan 

biota dilindungi. Aturan tersebut diperkuat 

dengan sanksi adat yang efektif dan ditaati 

oleh masyarakat. 

Selain aspek ekologis, nilai 

solidaritas sosial juga menjadi bagian 

penting, seperti kewajiban saling menolong 

antar nelayan dan pengelolaan barang 

temuan di laut melalui otoritas adat. Hal ini 

menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak 

hanya mengatur hubungan manusia dengan 

alam, tetapi juga hubungan sosial dalam 

masyarakat. 

Lebih lanjut, keberhasilan 

penerapan aturan adat laot berdampak 

positif terhadap kelestarian terumbu karang 

di kawasan Lhok Iboih. Kondisi ekosistem 

yang terjaga mendukung keberlanjutan 

sumber daya ikan sebagai sumber pangan 

masyarakat sekaligus meningkatkan daya 

tarik wisata bahari. Hal ini sejalan dengan 

pandangan bahwa konservasi terumbu 

karang memiliki nilai ekologis dan ekonomi 

bagi masyarakat pesisir (Edinger & Risk, 

2000). 

Dengan demikian, kearifan lokal 

Panglima Laot terbukti menjadi model 

pengelolaan sumber daya pesisir yang 

adaptif, berkelanjutan, dan relevan dalam 
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memperkuat ketahanan pangan sekaligus 

mendorong kesejahteraan masyarakat 

melalui sektor pariwisata. 
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